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Badan Pemenihaa Neuangan bendasarkan Undang Undang Noor 15 Talun 2008 tentang:
Pemeribaaan Pengelolaan dan Pangpung tawaly Kewangan Negara dan Unebange Undang Hosmor
13 Tahun 2000 tentang Badan Pemerihsa Kevangan, telah melakukan pemenih s atas Laporan
KNeuangan Pemenntah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahn 2021, yang terdini atis Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 1ehih, Faporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ukuitas, serta Catatan atas Laporan Kevangan

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini otas kewajaran Laporan Kewangan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan, hecukupan  pengunphapan, clektivitas Sistem
Pengendalian Intern, dan hepatuhan terhadap Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut,

1. Opiniatas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Kevangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 adalah
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penckanan Suatu Hal.
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Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan kewangan,
yaitu:

a  Sistem Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Belum Memadai;

b. Pengaturan dan Perhirungan Retribusi Menara Telekomunikasi Belum Memadai;

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merckomendasikan Bupati
Musi Rawas Utam agar menindaklanjuti temuan-temuan Sistem Pengendalian Intern dan
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 1 LALHP/XVILPLG/04/2022 dan Nomor | 1.B/LHP/XVIILPLG04/2022 masing-
masing tertanggal 13 April 2022,

Sesuai Pasal 20 ayal (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60
(eram puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Musi Rawas Utara, kami mengucapkan terima

kasih.
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